SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR S TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang:

Mengingat :

a.

[y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,
bahwa Pemerintah Daerah telah mengatur pengujian

kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran tertib pemilik
kendaraan bermotor untuk melakukan uji kendaraan bermotor
yang habis masa berlaku uji berkalanya maka perlu merubah
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

2

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 516);



13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Keputusan Menteri Perbubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993
tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan
Bak Muatan serta Komponen-komponennya,

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993
tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D};

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I
Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 33

Kendaraan Bermotor yang habis masa berlakunya uji dan tidak diuji

berkala tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa denda

keterlambatan uji berkala, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. JBB kurang dari 3500 sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu
rupiah) dalam setiap bulan keterlambatan;

n. JBB lebih dari atau sama dengan 3500 sebesar Rp. 18.000,00
(delapan belas ribu rupiah) dalam setiap bulan keterlambatan;

3. JBB kereta tempel dan gandengan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh
belas ribu lima ratus rupiah) dalam setiap bulan keterlambatan.

Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 - 4 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:

074-5/2015 Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI

Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG

L.

II.

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM
Dengan semakin meningkatnya kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan
peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, maka perlu
mengintensifkan upaya-upaya pembinaan, penertiban dan pengawasan
terhadap kelayakan kendaraan bermotor yang menggunakan prasarana jalan
melalui perbaikan pelayanan di Bidang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor.
Di samping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan
tentang pemungutan Retribusi Pengujian kendaraan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103).

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 135




